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BUPATI SUKOHARJO

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 476/ 217 TAHUN 20121

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI TEKNIS PROGRAM KELUARGA

Menimbang

Mengingat

HARAPAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

TAHUN 2021

BUPATI SUKOHARJO,

. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan

Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten
Sukoharjo, yang memerlukan perencanaan,
pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi
secara terus menerus, maka perlu dibentuk Tim
Koordinasi Teknis Progam Keluarga Harapan Daerah
Kabupaten Sukoharjo;

. bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Menteri

Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga
Harapan, menyebutkan bahwa Tim Koordinasi Teknis
Progam Keluarga Harapan Daerah Kabupaten
ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk
Tim Koordinasi Program Keluarga Harapan Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu
menetapkan Keputusan Bupati;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang

Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5360);
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang
Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Negara Nomor 5680);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun
2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2012,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 198);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun
2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Membentuk Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga
Harapan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021
dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.

Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU
adalah:

a.

b.

menyusun program dan rencana kegiatan PKH Daerah
Kabupaten;

komitmen penyediaan anggaran penyertaan Kkegiatan
PKH;

c. penyediaan fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan;
d.

melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat
daerah terkait dan instansi/lembaga vertikal di daerah
Kabupaten Sukoharjo;

melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan
PKH;

menyelesaikan masalah yang timbul dalam pelaksanaan
PKH di lapangan; dan

menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan
kegiatan PKH kepada Bupati, pelaksana PKH Daerah
Provinsi, dan pelaksana PKH Pusat.



KETIGA
2021.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini
ditetapkan.

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim

kepada Yth. :

1.
2.

9.
10,

Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah  Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;

Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo
di Sukoharjo;

Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo
di Sukoharjo;

Komandan Komando Distrik Militer
0726 Sukoharjo di Sukoharjo;

Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo di
Sukoharjo;

Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;

Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat Sekretaris
Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;

Camat se Kabupaten Sukoharjo;

Tim yang bersangkutan.

mulai berlaku pada tanggal

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal b APRIL 202

BUPATI SUKOHARJO,
T

"ETIK URYANI,



Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor 1476 /217 TAHLM 2021
Tanggal Db APRIL 20

SUSUNAN TIM KOORDINASI TEKNIS PROGRAM KELUARGA HARAPAN DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

TAHUN 2021
No. JABATAN DALAM KEDUDUKAN KETERANGAN
DINAS/INSTANSI DALAM TIM
1 9 3 2
1. | Bupati Sukoharjo Pengarah Mengarahkan pelaksanaan
kegiatan

2. | Kepala Badan Ketua Bertanggung jawab seluruh
Perencanaan, Penelitian pelaksanaan kegiatan
dan Pengembangan
Daerah Kabupaten
Sukoharjo

3. | Kepala Dinas Sosial Sekretaris Bertanggung  jawab di
Kabupaten Sukoharjo bidang kesekretariatan

4. | Kepala Dinas Anggota Melaksanakan tugas sesuai
Kependudukan dan dengan bidang tugasnya
Pencatatan Sipil
Kabupaten Sukoharjo

S. | Kepala Dinas Anggota Melaksanakan tugas sesuai
Pemberdayaan dengan bidang tugasnya
Masyarakat Desa
Kabupaten Sukoharjo

6. | Kepala Dinas Kesehatan Anggota Melaksanakan tugas sesuai
Kabupaten Sukoharjo dengan bidang tugasnya

7. | Kepala Dinas Pendidikan Anggota Melaksanakan tugas sesuai
dan Kebudayaan dengan bidang tugasnya
Kabupaten Sukoharjo

8. | Dinas Pengendalian Anggota Melaksanakan tugas sesuai
Penduduk, Keluarga dengan bidang tugasnya
Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
Kabupaten Sukoharjo

9. | Kepala Bidang Bantuan Anggota Melaksanakan tugas sesuai

dan Jaminan Sosial pada
Dinas Sosial Kabupaten
Sukoharjo

dengan bidang tugasnya
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10.

13

Kepala Bidang
Pemberdayaan Sosial pada
Dinas Sosial Kabupaten
Sukoharjo

Kepala Seksi Pemberdayaan
Sosial Keluarga Miskin pada
Bidang Pemberdayaan
Sosial Dinas Sosial
Kabupaten Sukoharjo.

Anggota Melaksanakan tugas sesuai
dengan bidang tugasnya

Anggota Melaksanakan tugas sesuai
dengan bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

L/

tETIK URYANI




